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PanBERAT 1T LAMONGAN

~ SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPELA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 27 T4HUN 1999
TENTANG
PENETAPAN EIpve PERJIALANAN DINAS

PEMERINTAH KARUPATEN DAERAH TINGKAT I1I LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan:

1A
iene

tapkae

EUPATI KEPALA DAERAY TINGKAT 11 LAMONGAN

bahwa dalcm rangka mesunjang kelancaran pelaksanaan
tugas para Aparatur Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat 1II Ytamong i, maka dipandang perlu untuk
meninjau dan menetapkan kembali Biaya Perjalanan
Dinas Pemerintab Kabupaten Daerah Tingkat II Lamon-—
gan dengan menetankan dalam Keputusan Bupati Kepala
Daerah.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;

2. Undang-undeng Monor S Tahun 1974 ;

3. Peraturan Penerintah tomor S Tabun 1975 ;

4. Keputusan Menter: Dalam Negeri Nomor 172 Tahun
1974

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1994 jo Nomor 2 Tahur 1994 .

6. Instruksi pMenteri Delam Negeri Nomor 4 Tahun

1999 tentang Pedoman FPenyusunan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1799/2000 ;s

7. Peraturan Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Lamoiigan tentang Anggaran Pendapatan dan Eelanja
Daerah Kabupaten Daerah T;ngkat II Lamongarn.

Tedoman Keria der psnskanan Tugas untuk  semua
Instansi dan leriaga vyang mengelola Anggaran
Pendapatan dan Relanja Daerah Propinsi Daerah
Tingks I Jdawa Timur dan Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur Tahun
Anggaran 199w/ 1999,

MEMUWBTUS KAN

YETUTUSAN RUPATI KEFALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TENTAWS PENETAPAN BIAYS PERJALANAN DINAS PEMERIN-
TAH KARUPATE,. TiZ9ad TIMRFATETT | AMONGAN.
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BAR 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

am Keputusan ini, vang dimaksud dengan :
Daerah, adalah FKabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;

Pemerintah Daer-, adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat Ii Lamocngan ;

kKepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat I Lamongan

Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IX
Lamongan ;

Pegawai Negeri, adalah mereka yang setelah me
menuhi  syarat-syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan vang berlaku,
diangkat cleh Pejabat yang berwenang dan di
serahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau
diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan

- berdasarkan sesuatu peraturan perundang-—

(1)

(2)

(1)

undangan dan digaji menurut peraturan perundang
= undangan yang berlaku.

BAR I1
BESARNYA UANG PERJALANAN DINAS
FPasal 2

Uang Perjalansn Dinas bagi Pegawai Negerin
dilingkungan Femerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan diberikan berdasarkan
golongan dan wilavah tujuan.

Penggolonoan uang harian bagi Pegawai Negeri
dimaksud pada avat (1) Pasal ini, adalah seba-
gaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

BAR TIX
KETENTUARAN PELANSANSAN PERJALANAN DINAS

-

iz
~asal o

Perjalanan Dinas hanva dapat dilakukan apakils
perialanan tersebut dianggap sangat perlu
untuk kepentingan FPemerintah Daerah dan dila-
kukan dengan biaya vang sehemat mungkin.

Uang penggantian biaya perjalanan Dinas/mengi-
nap diberikan kepada Pegawai Negeri vang
karena tugasnva melsbukan perjialanan dinas
untuk kepentingar Pemerintah Daerah 3



(2)
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Apabila
menanda
{SPPD)
Pejabat terssbut dapat
menanda
{SFFD)

yah/Daerah, para Dimpihan
‘Perwakilan Rakyat Daerah
Lamongan, Surat

‘Perintah FerjalanghiDinas (SFEPD) ditandatanga-

ni cleh Bupati Kepala Daerah.:

Bagi para fsisten Sekwilda/Kepala Dinas/Kepala
Kahtnrfinf;akturKHadéthekwahJKepala Unit/Kepa
la Bagian dilingkungan (Pemérintah Daerah,
Surat Perintah Ferjazlaman Dinas (SPPD) ditanda
tangani olsh EEkFgfﬁ?ig_Mi}é}ghﬁ?aerah.

P
i 2

Bagi.lﬁé}ﬁﬁéikgégéhai_Negeriifﬁglain dimaksud
pada ayat (1) dan ayat v@?)}ﬁSgraya Perintah
Perijalanan “Dinas (épppﬁ_ditéﬁﬂa-tangani cleh
Atasan Langsung FPegawai yang bersangkutan.
Fasal &S

Pejabat v:ng diberi kewenangan untuk
tangani Surat Perintahl Perjalanan Dinas
tersebut dalam FPasal 4 berhalangan, maka
menpunjuk Fejabat lain untuk

Surat Perintah Perjalanan Dinas
menetapkan dalam  suatu Keputusan

tangari
dengan

Bupati Kepala Daerah.

(1)

/5 (lima) Km deri

Fazal &

Pegawai
melakukan perislanan dinas

negeri vang karena jabatannya harus
sekurang—kurangnya
tempat kerjanva bBiaya perja-
lanan dinas Gitangoung ocleh Femerintah Daerah
menurut Golongan ﬁésing*masing sebagaimana

tersebut daiam Lampiran Keputusan ini.

Surat
untuk

{8FPPD) vyang
disebut Surat Perialanan
'(tiga) dan dibuat untuk
VapsTluan Berialanan dinas serta
harus dibual sercrti contoh

Perintah Perjalanan Dinas
selanjutnva
dibuat dalam rangka =

a f{satuy;
terlampir.

dianggap
dilaksanakan apabila Surat Ferintah Perialanan
Dinas tangani o©leh
Pejabat vang berwenang di Daerah penugasan.

Surat Perintah Perjalanan Dinas baru

tersehut  telak diatanda



(4) Pegawai Negeri yvang karena jabatannya harus
melakukan perialanan dinas dalam wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan vang
terus menerus/tetap akan diatur tersendiri.

Fasal 7
Dalam memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPFR}, Pejabat yang ditunjuk meranda tangani
Surat Perintah Perjalarnan Dinas (SPFPD) dimaksud
Pasal 4 Keputusan ini, harus disesuaikan dengan
kemampuan Anﬁgaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerzah Tingkat I1I Lamongan.

Fasal 8

(1) untuk perjalanan dinas dalam negeri, Benda-—
harawan memperoleh pembiayaan sebagai UUDP
atas dasar SKO.

(Z2) Biava Perjzlanan dinas dalam negeri dibayarkan
dalam suatu jumliah (lumsum) kepada peiabat/
pegawal yang diperintahkan untuk melakukan
perialanan  dinas sebelum perjalanan tersebut
dilaksanakan.

FPaszal @

(1) Masing-masing pejabat vang melakukan perjala-—
nan dinas selambat-lambatnya 15 {(lima belas)
hari sesudah kembali, diharuskan memberikan
laporan tertul:s terhadap pelaksanaan tugasnya
kepada atasan langsungnya.

(2) Masing-masing pejabat yvang telah kembali dari
perialanan dinas diharuskan menyelesaikan
pertanggungiawaban keuangan yang dipergunakan
(5PJ) perialanan dinas tersebut, selambat-—
lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari dan
mernyerahkannya kepada pejabat yang berwenang
menguirus  keuangan perjalanan dinas  tersebut
(Bendaharawan vang bersangkutan).

{3} Apabila dalam waktu yang ditetapkan pada ayat
(2) Pasal ani Pejabat/pegawai vang bersangku-
tan belum memberikan SFJ atas keuangan vyang
dipergunakan, bendaharawan dapat memectong
dari gaji pegawsi vang bersangkutan sebesar
uang yang dipergunakan tersebut.



HAR IV
ETEM B I BV AN

Fasal 10

Ketentuan—ketentu: - yeng tersebut dalam Keputusan
ini berlaku bagi perjalanan dinas, dan dibebankan
pade fngoaran Fendapatan dan Belanja Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan (Anggaran Rutin

dan Pembancunan).

BAR 1Y
IHETENTUQN FENUTUR
Fazal 11

Fara Pejabat ¥ang dite:i'wewenang untuk menanda
tangani Surat Perintah Ferjalanan Dinas (SFPD},
waiib untuk mengamati ztas kebenaran pengeluaran—
pencgeluaran Sw-at Perintah Perjalanan Dinas (SPFD)

tersebut.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka
Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor 351 Tahun 1993 dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku lagi..

.

Pasal 13X

(1) Keputusan ini mulai -berlaku_ pada tanggal

dicetapkan.

(2) Mengumumkarn Keputusan ini  dalam Lembaran

Daerah Kabupat:zn Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH Ditetapkan di Lamongan

KABUPATEN DATI 11 LAMONGAN FPada tanggal 1% Juni A
Tanggal : 19 Juni 195% BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
Seri - A3 Nomor : 31/03 LAMONGAN

ttd
R. MOHAMAD FARIED, SH
SALINAN Keputusan ini disampaikan :
kepada :
Yth. 1. Sdr. Subernur Xepala Dasrah Tk I
Jawa Timur 3
2. Sdr. Pembantu BGubernu:- WMilavan 11
di Bojonegoro ; s
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupsten Dati II
: Lamongan 3 :
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
. Dati II Lamongan :
9. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Instansi
/Bagian dilingkungan Pemerin
tah kKah. Dati I1 Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se

Kabupaten Dati II Lamongan 3

Salinan sesuai denc~— aclimua

An. BUPATI MERALA DAERAH TINGKAT 14 LG CREON

Sekretaris Wilayah/Dasrah
Asisten Tobla Fraja

ub
Kepala BaGian Hukum

4“‘

S s
. HADJQRgéLRWﬁhG, SH

Penata Tk, I
MIP. Sici01000



LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongarn.

Nomor

= 27 Tahun

1999

Tanggal : 192 Juni 1999

DAFTAR PENGGOLONGAN UANG HARIAN BAGI PEGAWAT
KABUFATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN YANG MELAKUKAN FERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH

ol

TUJUAN

__ GOLONGAN

v
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Dalam Wilayah
Kalbupaten

a. Uang Harian
kembali

h. Bantuan Biava
Transportasi

Diluar Wilayah Kab.

Lamongan dalam Prop

Jawa Timar :

a. Uang Harian
kembali

b. Bantuan Biaya
Transportasi

¢. Lamsum (termasuk
uang makan, pe —
nginapan).

Diluar Propinsi
Jawa Timuyr -

a. llang Harian
kembali

b. Bantuan Biava
Trangportasi

¢. Kumcum (termasuk
uang makan, pe—
nginapan

Rp. 10.000

. 60.009

Rp. 25.000

20.000

5.000

20.000

70.000

Rp.

Ro.

Ro.

Rp.

Re.

15.000

5.000

15:000

10,900

- b 060

20,900

. B5.000

. 10.000

Rp. 10.000
10.000

45.000

Fp. 15.000

Kp. 60.000

Rp. 7.500

Rp. 5.000

Rp.  7.500

Rp. 10.000

Rp. 40.500

Rp. 10.500

Ep. 55.000

Digeguaikan
tarip kendara-
an Umum vang -
berlaku.

e



KETERANGAN :

1

Biaya perjalanan dinas diwuiwdkan dalam Pemberian Biaya
Pengangkutan dan Lumsung (termasuk uvang makan, penginapan,
angkutan lokal/setempal.).

Satuan biaya uang harian termasuk distas, diberikan kepada
vang ditugaskan/vang melakukan Perjalanan Dinas gekurang-
kurangnya berdarak 5H {(lima) Em dari batas wilayah (Ibu
Kota Kabupaten).

Perjalanan Dinas vang dilakukan dengan mempergunakan
kendaraan dinas/operassional, mentapat bisya bahan bakar
minvak mesin menurut Jjarak vang ditemeouh dan Jenis kendarsa
an yang dipergunakan setelal diperhitungkan dari tewmpat
kedudukan kelempat tujuan.

Untuk Biava Latihan/Pendidikan :

a. Blaya Pendidikan dimana pesertanva menginap, pembiavaannya

ditentukan setinggi-tingginva sebesar Rp. 10.000,- {sepu-
lvh ribu rupiah) perhari/orang ;

Biaya Pendidikan dimana pesertanys tidak dengan menginasp
pembiayaannya setinggi-Lingginve Rp. 7.500.- (tuwjuh ribu
lima retus rupish) perhari/orcang ;

Uang saku bagi peserta Papdidiken/kursus/penataran di
Wilayeh Propinsi.Jawa Timur dibetapkan sebinggi-tingginya
Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perhari. per
orang maksimal selama {(dun) bulan 3
Pendidikan/kursus/penataran di luar Propinei Jawa Timur
ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 4.500.- (empat ribu lima
ratus rupiah) per hari per orang makeimal selama 2 (dua)
bulan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
. AMONGAN
ttd
1. MGHAMAD FARIED, SH
Salinen sesusi dengan sslinyva
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGEAT II LAMONGAN
Sekretaris Wilsyah/Daerah
Agisten Tata Prajia
) uhb.
Repala Bugian Hudoum

i
i

B HADJAR. PURWONG, SH

“Penats Tk, 1
NITP. 510101000 |



